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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 

2021 Terhadap Pemanfaatan Dan Penertiban Tanah Terlantar Yang 

Berasal Dari Tanah Hak Guna Usaha Melalui Pemberian Hak Milik Untuk 

Mewujudkan Reforma Agraria Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi 

Riau sudah terlaksana dengan baik pada pelaksanaan Redistribusi Tanah 

menggunakan Tanah Terlantar Hak Guna Usaha (HGU) PT. Alfa Glory 

Indah dengan memberikan sertifikat tanah untuk 178 orang di Desa Kebun 

Lado Kecamatan Singingi. Di Kabupaten Kuantan Singingi baru 1 (satu) 

tanah yang berhasil ditetapkan sebagai Tanah Terlantar dan digunakan 

untuk kegiatan Reforma Agraria. Meskipun penetapan tanah terlantar 

tersebut masih menggunakan peraturan pemerintah yang lama akan tetapi 

dengan berlakunya Peraturan Pemerintah baru yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 Tahun 2021 ini dilakukan kegiatan pengadministrasian dan 

pemeliharaan data sebagai upaya pemutakhiran data yang dapat digunakan 

untuk melaksanakan redistribusi tanah.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, penulis 

memberikan saran yaitu sangat diperlukan kegiatan inventarisasi tanah 

terindikasi terlantar rutin dilakukan karena kebutuhan masyarakat semakin 

bertambah dan sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia bahwa tanah harus dipergunakan dan 

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan 

demikian, tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar dapat 

dimanfaatkan untuk masyarakat yang membutuhkan. 
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